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PUTUSAN

Nomeor : 01/PS.REG/BAWASLU-PROV.S5B.03.07/VIIIf2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok memeriksa dan menyelesalkan

sengketa proses pemilu, menjatuhkan putusan sebaga benikut ¢

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum kota Solok telah mencatat
dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan
dar :

1). Mama ; Koko Kurniawan Karnesa

Nomor KTF

Alamat
Tempal,/ Tanggal Lahir ;o Solok /03 Oktober 1984
Jabatan o kerua Dewan Pimpinan Daerah Partai

Solidaritas Indonesa Kota Solok
2). Nama ¢ Alhalis Miltahul Rizki
Momaor KTP

Alamat
Tempat /Tanggal Lahir ¢ Solok, 17 Januar 2001
Jabatan ¢ Sekreianis Dewan Pimpinan  Daerah Partad

solidaritas Indonesia Kol Solak
bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannva schapa ketua dan Sekretans
Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kota Solok vang telah
mendaltarkan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakval Daerah Kota Solok darni
Partai Solidartas Indonesia Kota Solok ke Komisi Pemilihon Umum Kota Solok, dalam

hal 1 bertindak untuk dan atas nama Dewan Pimpiman Dacrah Partin Solidaritas
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Indonesia Kota Solok, untuk selanjutnya discbut sebagai

......................... e, <1 2 1 (0] £ (o) .

dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan
Umum atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor
22/HK.03.1.Kpt/1372/KPU-Kot /VIII/2018 tentang Penctapan Daftar  Calon
Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok Pemilihan Umum
Tahun 2019 tertanggal 10 Agustus 2018;

TERHADAP

komisi Pemilihan Umum Kota Solok vang berkedudukan di Jalan Tembok Raya, Nan
Balimo, Kecamatan Tanjung Harapan - Kota Solok, Telp. Fax | 0755 | 325806,
selanjutnya disebul Sebagai---- e m e
- wemnmmnmnmmasesnanees TERMOHON---scoremearantnsnnsannasmacssosassnmamssonmssnns
dengan Permohonan bertanggal 14 Agustus 2018 yang diterima oleh Badan Pengawas

Pemilihan Umum Kota Solok pada tanggal 14 Agustus 2018 dan dicatat dalam Buku
Register Permohonan Penyvelesalan Sengketa Proses Pemihhan Umum pada tanggal 16
Agustus 2018 dengan Nomor : 01 /PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.07/VIII/2018, -

TENTANG DUDUK SENGKETA

1. Pokok Permohonan Pemohon
Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan Nomor
Register ; 01/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.07/VIII/2018 denpgan
Permohonan sebagai berikut @ -—eeeeemee s oo
a) Kewenangan Bawaslu Kota Solok
Adapun kewenangan dari Bawaslu Kota dalam memeriksa dan memutus
penyelesaian sengketa sebagaimana tersebut Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum antara lain: Pasal 93 hurul b
menyatakan : "Bawaslu berwenang © melakukan pencegahan dan penindakan

terhadap : 1. pelanggaran pemilu; 2, sengkela proses pemilu,™ - ----cceeeeaeee

Selanjutnya  Pasal 94 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum menyatakan : “Dalam melakukan penindakan sengketa
proscs pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 93 hurul b, Bawaslu bertugas

a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu;

b. memverifikasi sccara formal dan materil permohonan sengketa proses

pemilu;
c. melakukan mediasi antara pihak vang bersengketa:
d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses pemilu: dan

]

memutus penyvelesaian sengketa proses pemilu.”
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Pasal 95 hurufl d Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum menyatakan, “Bawaslu berwenang: d. menerima, memeriksa,
memediasi, atau mengadjudikasi dan memutlus penvelesalan sengketa proses
pemilu”

Bahwa ketentuan Pasal 93 hurufl b, Pasal 94 avat (3). dan ketentuan Pasal 95
huruf d Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
berlaku untuk Bawaslu Kota Solok sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 93
huruf b, Pasal 94 aval (3], dan ketentuan Pasal 95 hurul d Undang-undang
Nomor 7 Tahun 2017 temang Pemilihan Umum, maka sangat beralasan
hukum Permohonan Penyelesalan Scngketa Proses Permilu yvang Pemohon
ajukan kepada Bawaslu Kota Solok ini untuk dinyatakan diternima, -----=----=--

b} Kedudukan Hukum Pemohon

Pasal | angka 29 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum menyatakan, “Partai Politik peserta pemilu adalah partan politik vang
telah memenuhi persyaratan scbagan Peserta permilu anggola DPR, anggota

DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten /Kota."

Bahwa Pemohon adalah Ketua dan Sekretans Dewan Pimpinan Daerah Partai
Solidaritas Indonesia Kota Solok (Pimpinan DPL PSS kot Solok) sebagimana
Surat Keputusan Nomor @ 1041/SK/DPP/201R. tertanggal 09 Jul 2018 dan
Partai Solidaritas Indonesia adalah partai politik yang telah memenuhi
persyaratan scbagal peserta pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provins,
anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 29
Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan juga
sesual dengan ketentuan Pasal 7 A Peraturan Badan Pengawas Pemilihan
Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan
Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Penyelesaian  Sengketa  Proses Pemiliban Umum  vang  menyvebutkan.
“Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu vang diajukan oleh partai
politik calon peserta pemilu dan/atau partar politik peserta pemilu dilakukan
dengan ketentuan schagal berkut ;
a, tingkat pusat diajukan oleh ketua umum dan sckretans jenderal parai
atau sebutan lain;
b. tingkat provinsi diajukan oleh ketua dan sekretaris tingkat provinsi atau
sebutan lain; dan
¢, tingkat kabupaten/kota digukan oleh ketua don sekretarns tngka
kabupaten /kota atau schutan lain.”
Pasal 7B Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Momar 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penvelesinan Scnpkola Proscs

Pemilihan Umum vang menyvebutkan ;
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“(1} bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kahupaten/Kota yvang
tidak ditetapkan sebagai daftar calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi,
DPRD Kabupaten/Kota dapat mengajukan permobhonan  penvelesaian

sengketa proses pemilu vang diwakili oleh partai politik sesuai tingkatannya.”

Oleh karenanya cukup alasan menurut ketentuan hukoum bahwa Pemohon
berhak dan  berwenang  bertindak  untuk  mengajukan  Permohonan
Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada Bawaslu Kota Solok terhadap
Komisi Pemilihban Umum Kota Sclok terkait sengketia proses penerimaan
Bacaleg Partai Solidaritas Indonesia Kota Solok di Komisi Pemilihan Umum
Kota Solok, oleh karenanyva sangat beralasan hukum permohonan ini untulk
dapat diterima. - eeeeee s e

¢) Kedudukan Hukum Termohon
Bahwa Termohon adalah penvelenggara Pemilihan Umum sebagaimana
termuat dalam keteniuan Pasal | angka 10 Undang-undang Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pemilihan Umum yvang menyvatakan, “komisi Pemilihan Umum
Rabupaten/kKota vang sclanjutnya disingkat KPU habupaten/Rota adalah
penyelenggara pemilu di Kabupaten/Kota.”
Pasal 18 hurul b Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum menyatakan, “tugas KPU Kabupaten/Kota | melaksanakan semua
tahapan penvelenggaraan pemilu di Kabupaten/Kota sesua  dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,”
Dalam ketentuan Pasal 8 hurul a Peraturan Badan Pengawas Pemilihan
Umum No. 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas  Peraturan Badan
Pengawas Pemilihan Umum Mo, 18 Tahun 2017 cntang Tata Cara
Penyelesalan  Sengketa Proses Pemilihan Umum menyebutkan, “Termohon
dalam sengketa prosces pemilu terdin atas. a. KPU, KPU Provinsi, KPU
Kabupaten/Kota untuk sengkela antara peserta dengan  penyelenggara
Pemilu;”
Merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 9, pasal 18 hurul b Undang-Undang
Momor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta ketentuan Pasal 8 huraf
a Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraluran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomaor
18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan
Umum menyebutkan bahwa Termohon adalah Komisi Pemilihan Umum Kota
Solok sebagai  penvelenggara  pemilu di Kota Solok vang  bertugas
melaksanakan semua tahapan penvelenggarasn Perilu i Kota Solok
termasuk tahapan penernimaan bakal calon legislatil dan/atau pendafiaran
bacaleg Partial Solidaritas Indonesia Kota Solok dalam Daltar Calon Sementara
Anggota Dewan Perwakilan Rakvatl Dacrah Kota Solok darn Pemohon (Dewan

Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kota Solok)
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d) Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

€)

Bahwa Pasal 12 avat (1) dan (2} Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017
tentang tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum
menyatakan :

(1) Permohonan penvelesaian sengketa proses pemilu dapat diajukan dengan
cara :

a. Langsung, vaitu diajukan ke sckretariat Bawaslu, Bawaslu Provinsi,
atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

b. Tidak langsung, vaitu diajukan melalui laman penyelesaian sengketa d
laman resmi Bawaslu dan Bawaslu Provinsi,

(2] Permohonan scbagaimana dimaksud pada avit (1) disampaikan paling
lama 3 (uga) han kerja scjak tanggal penetapan keputusan kPU, KPU
Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota, - -serrmrmeeroem e

Bahwa Objek Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang

Pemohon ajukan ini adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum kota

Solok, yang ditctapkan pada tanggal 10 Agustus 2018 dan diumumkan pada

tanggal 12 Agustus 2018 scbagaimana Pengumuman kKomisi Pemilihan

Umum Kota Solok Nomor - 22/HK.03.1-Kpt/ 1372/KPU-

Kot/VIII/2018 tentang Penctapan Dafltar Calon Sementara Anggola

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok Pada Pemilihan

Umum Tahun 2019, dihubungkan dengan pengajuan permohonan im pada

hari Sclasa, tanggal 14 Agustus 2018, maka sesuai dengan ketentuan Pasal

12 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Penyelesaian Sengketa Proses Pemilthan Umum, Permohonan vang Pemohon

ajukan masih dalam tenggang wakiu sebagaimana disvaratkan, schingga

menurut hukum pengajuan permohonan ini haruslah untuk dapat diterima. -

Pokok Permohonan

Pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai obvek permohonan

vang disengketakan Pemohon berupa tidak diloloskannya 5 {lima) orang bakal

calon legislatil yang diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia Kota Solok
vang dalam mengajukan calonnya tidak melampirkan jazah SMA vang
dilegalisir, kelima calon terscbut hanya menggunakan atau melampirkan
ijazah terakhir saja vakni jjazah Sarjuna iS1) vang ielah dilegalisir. Dalam hal
ini  Pemohon berpendapat bahwa hal wm  udaklah menjadi  pokok
permasalahan dalam pengajuan calon, sebab dalam melengkapi dokumen
pensyaratan kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon legislaul,

Nomor 5 berbunyi, “Fotocopy ijazah/STTB Sckolah Menengah Atas atau

sederajal, surat berpenghargaan sama dengan ijazah/STTH, syahadah atau

sertifikat vang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang.” Sedangkan dalam
poin 6 berbunyi, “Fotocopy jazah perguruan tingg vang dilegalisasi oleh

pejabat vang berwenang di perguruan tinggi vang bersangkutan. Untuk
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menyikapi kedua nomor persyaratan tersebut, Pemohon berpendapat bahwa
antara syarat nomor 5 dan nomor 6 terscbut tidak saling mengikat. Pemohon
beranggapan bahwa dalam melengkapi ijazah bakal ealon cukup hanya
melampirkan ijazah terakhir saja karena dalam svaral tersebut  tdak
dijelaskan bahwa: kalau menggunakan ijazah Sarjana (51) wajib atau harus
menyertakan ijazah SMA. hal imi dikuatkan pula dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017, paragrafl |, persvaratan bakal calon anggota DPR, DPRD
Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pasal 240 poin e berbunyi,
“berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas . Madrasah Aliah
Sckaolah Menengah Kejuruan atau sekolah lain vang sederajat, disini tidak
dicantumkan kalau menggunakan ijazah Sarjana (S1] harus melampirkan
ijazah SMA vang dilegalisir. Berdasar hal ini maka kami dalam mengajukan 5
{lima) orang bakal calon kami yang menggunakan ijazah 51 atas nama : 1.
Munawar, Dapil | Lubuk Sikarah; 2. Junaidi Suska, Dapil [ Lubuk Sikarah: 3
Ridwan, Dapil 1 Lubuk Sikarah; 4. llfathul Rahim, Dapil | Lubuk Sikarah: 5.
Jasrul, Dapil Il Tanjung Harapan. Pemochon berharap ke 5 (lima) bakal calon
ini dapat diterima syarat ijjazahnva dan diikutkan kembali dalam proses
L L TR L B e
Pemohon  berkeberatan terhadap penetapan Keputusan KPU Kota Solok
Nomor : 22/HK.03.1-KPT/ 1372/KPU-Kot/ VI / 2018 1anggal 10 Agustus 2018
tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan
Rakvat Daerah Kota Solok Pemilihan Umum Tahun 2019, vang diumumkan
pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 pukul 16.30 WIB.---emmemmemmeeeeoee
Alasan-alasan Permohonan
Bahwa dalam hal ini Pemohon berpendapal bahwa apa vang dipermasalahkan
oleh Termohon mengenai tidak dilampirkannya ljazah SMA Yang dilegahisir
sebagai svarat pencalonan tidaklah prinsipil sifatnva, karena tdak  ada
petunjuk atau kewajiban tertulis untuk melampirkan  ljazah SMA  vang
dilegalisir apabila menggunakan ljazah Sarjana (S1). sebagaimana dijelaskan
dalam pokok permohonan yang diajukan,--=---——--rsvr s e e
Petitum
1. Kami scbagai Pemohon meminta kepada Komisi Permibhan Umum Kota
Solok untuk dapat kembali mengikut serta kan calon kami schagar  bakal
calon anggota Dewan Perwakilan Rakyal Dacrah kota Solok  yvang kami
ajukan dengan menggunakan ijazah sarjana (S]] vang waktu pendaltaran
belum melampirkan ijazah SMA vang dilegalisir.
2. Bersama ini ikut kami lampirkan foto kopi jjazah SMA yvang (elah
dilegalisir sebagai bahan untuk dipertimbangkan.-------=---eemmmrrommeane
Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebul di atas, mohon kepada
Bawaslu Kota Solok untuk menjatuhkan Putusan schagai berikuat:

I. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruohnva atau sebagian,
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2. Membatalkan Keputusan KPU Kota Solok Nomor @ 22/HK.03.1-
KPT/1372/KPU-Kot/VIII /2018 Tentang Penctapan  Daftar  Calon
Sementara Anggola Dewan Perwakilan Rakvat Daerabh Kota Solok
Pemilihan Umum Tahun 2019,

3. Meminta kepada KPU Kota Selok untuk melaksanakan Putusan ma.

4, Apabila Bawaslu, Kota Solok berpendapat lain mohon Putusan vang

seadil-adilnya (ex acquo et Bono),----------ssmsmrm i e

2. Jawaban Termohon

a)

b)

Kedudukan Hukum Pemohon

Bahwa Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemiliban Umum sebagaimana
termuat dalam ketentuan Pasal 1 angka 27 Undang- Undang Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pemilihan Umum vang menvatakan, “Partai Politik Peserta
Pemilihan Umum adalah Partai Politik vang telah memenuhl persvaratan
sebagai peserta Pemilihan Umum anggota DPR. Anggota DPRD Provinsi, dan
Angegota DPRD Kabupaten/kKota”.

Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyvatakan, “Partal
Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik vang telah ditetapkan/lulus
verifikasi oleh KPU".

Dalam Kketentuan Pasal 7 angka 1 hurufl a Peraturan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Nomaor 18 Tahun 2018 ientang Perubahan atas Peraturan
Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 wentang Tata Cara
Penvelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menyebutkan, “Pemohon
sengketa proses Pemilihan Umum atas, a. Parta Politk calon Peserta Permilu
vang lelah mendaftarkan diri sebagal Peserta Pemilu di KPUT

Bahwa meruyjuk pada ketentuan Pasal | oangka 27, Pasal 173 ayvat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemulihan Umum, serta
ketentuan Pasal 7 angka 1 hurul a Peraturan Badan Pengawas Pemilihan
Umum Nomor |8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan
Pernigawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 entang Tata Cara
Penyvelesaian Sengketa Proses  Pemilihan Umum  menyebutkan bahwa
Pemohon adalah Partai Solidaritas Indonesia sebapgai Partai Politik Peserta
Pemilihan Umum vang telah ditetapkan dan lulus hasil verifikasi oleh Komisi
Pemilhan LIl - semssssansses s e e e s e s S m et e sama s
Jawaban Termohon Atas Pokok Permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan
jawaban pada sidang Adjudikas: tangeal dua puluh tiga bulan Agustus Tahun

dua ribu delapan belas, telah mengemukakan hal-hal scbaga benkut;-----ceee-

Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tidak meloloskan /mencoret 5

(lima) orang bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyal Daerah Kota Solok
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dari Partai Solidaritas Indonesia  kota Solok pada Daftar Calon Sementara
|DCS) vang ditetapkan oleh KPU Kota Solok scperti vang dimohonkan olch
Pemohon terhadap Komisi Pemilihan Umum sebagai Termohon telah melalui
beberapa proses dalam tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kota Solok seperti
vang dimohonkan oleh Pemohon terhadap Komisi Pemilihan Umum sebagai
Termohon adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor ¥ Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum, Pasal 240 ayat (1) hurul ¢ dan ayat (2] huruf b berbunyi,
“Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi. dan DPRD Rabupalen/RKota
adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persvaratan, huruf e
*berpendidikan paling rendah tamat Sekeolah Menengah  Atas, Madrasah
Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Alivah Kejuruan, atau sckolah

lain vang scderajal

dan ayat (2), “Kelengkapan admimstratf bakal calon anggota DPR, DPRD
Provinsi dan DPRD Kabupaten/RKota scbagamana dunaksued aval (1) hurul b
dibuktikan dengan, “bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa fotokopi
jjazah, suratl tanda tamat belajar, atau suratl keterangan lain vang dilegalisasir
oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah "

Berdasarkan BAB Penjelasan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 dan
Pasal 240 ayat | huruf b menyvatakan, “Bukii kelulusan dalam bentuk
fotokopi yang dilegalisasi atas surat tanda tamal  belajar, dan  surat
keterangan lain yang menerangkan kelulusan dan satuan pendidikan atau
program pendidikan yvang diakui sama dengan kelulusan satuan pendidikan
jenjang pendidikan menengah®.

Merujuk Pasal 7 Avat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PRPU)] Nomor 20
Tahun 2018 Tentang Pencalonan Angggota DPRE, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten / Kota dalam berbunyi, "Bakal Calon angpola DPR, [DPRD Provinss,
dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus
memenuhi persyaratan, hurul e, berbunyi : berpendidikan paling rendah
tamat sckolah menengah atas, madrasah alivah. sckolah menengah kejuruan,
madrasah alivah kejuruan, atau sekolah lain vang sederagatl.”

dan Pasal 8 Aval (1) berbunyi, "Kelengkapan administrat! hakal ealon anggota
DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten /Kota schaimana dimaksud Pasal 7
ayat (1) di buktikan dengan hurul ¢ berbunyi, “Fotokop hazah /STTH sekolah
Menengah Atas atau sederajat, sural keteranpgan  berpenghargoan  sama
dengan ljazah/STTB, svahadah, atau serfitikat vang dilegalisasi oleh instansi
yvang berwenang.”

Dipertegas oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor  B876/PL.O1.4-
Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Venlikas
Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota Bab [l huruf B

point 4 hal 31 menyatakan, “Materi Penelitian dan keabsahan dokumen syarat
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bakal calon Dokumen Fotokopi jjazah dengan materi penclitian

a. Legalisas: [jazah

b. MNama bakal calon di jjazah

c. Jenjang pendidikan.”

serta  Bab Il huruf C point 4 dan 5 vang menyvalakan., Syaral Bakal Calon

dan dokumen pembuktiannyva, Point 4 berbunyvi, “Berpendidikan paling

rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah alivah, sckolah menengah
kejuruan, madrasah alivah kejuruan, atau sekolah lain vang sederajatl dengan
pembuktian dokumen svarat bakal calon Fotokop ijazah/STTB Sekolah

Menengah Atas atau Scderajal, surat keterangan berpenghargaan  sama

dengan ijjazah /STTB, syahadah, atau sertifikat vang dilegalisasi olch mstans:

vang berwenang.” Point 5 berbunyi, “Dalam hal bakal calon mencantumkan :

a. Gelar pendidikan pada nama; dan/atau;

b. Pendidikan tinggi pada riwayat pendidikan dalam inlormasi bakal calon

{Formulir Model BB.2).

Dengan pembuktan dokumen f{otckopi ijazah  perguruan tingg  vang

dilegalisasi oleh pejabat vang berwenang i perguruan bUnggl  vang

bersangkutan.”

Bahwa berdasarkan verilikasi hasil perbaikan vang dilaksanakan RKomas

Pemilihan Umum Kota Solok tanggal 1 s/d 7 Agusitus 2018 terhadap  berkas

pengajuan syaral bakal calon perbaikan Anggota DPRD Koita Sclok vang

diajukan Partai Solidaritas Indonesia pada tangegal 31 Juli 2018 terdapat 5

(lima) orang tidak memenuhi syaral (TMS) dengan rincian :

- 1 (satu) orang bakal calon atas nama Jasrul Daerah Pemilihan [l Tanjung

Harapan melampirkan Fotokopi ijazah SLTA tapi tidak dilegalisasi oleh
instansi yang berwenang.
4 jempat) orang bakal calon atas nama Munawar, Junod Suska Scekolah
Menengah Atas (SMA) atau sedergjad/Surat Keterangan berpenghargann
sama dengan ljazah/STTB, Syahadah atau Sertifikat, Ridwan, llfathul
Rahim Daerah Pemilihan | Lubuk Sikarah ndak melampirkan Fotokop
ljazah /STTB  Surat ketcrangan berpenghargaan sama  dengan
ljazah / STTB, Syahadah atau Sertifikat vang dilegalisasi oleh instansi vang
berwenang,

Bahwa untuk sdr. Ridwan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat akibat bakal

calon terscbut tidak melampirkan jjazah vang dilegalisasi dan pindah dan

Daerah Pemilihan | Lubuk Sikarah Nomor Urut 6 ke Dacrah Pemibhan [I

Tanjung Harapan Nomor Urut 6. Berdasarkan Keputusan komisi Pemilihan

Umum Nomor : 961/PL.OL4-Kpt/06/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis

Perbaikan, Penvusunan dan Penetapan Dafiar Calon Sementara Serta

Penyusunan dan Penetapan Calon Tetap anggota DPR. DPRD Provinsi, DPRD

I{ahupynﬂ{mu pada Bab |l hurul a poimi & menvatakan, “Dalam  hal
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terdapat calon pengganti yang merupakan bakal calon vang telah diajukan

pada masa pengajuan bakal calon dan dinyvatakan BMS pada masa penelitian

tahap pertama berasal dari Dapil Lain, maka bakal calon pengant tersebul
dinvatakan Tidak Memenuhi Svaralt dan nama yvang bersangkutan di hapus
dari daftar calon serta tidak dicantumkan dalam rancangan Dafltar Calon

Sementara (DCS)".

Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Solok pada Tabapan Pendaftaran dan

Pencalon Anggota DPR. DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota telah

melaksanakan sosialisasi terhadap Partai Politik Peserta Pemilu dalam rangka

memberikan pemahaman tentang proses pendafltaran dan pengajuan syarat
pencalonan dan pengajuan syaral bakal calon vaitu :

1. Rabu tanggal 13 Juni 2018 bertempat di Aula KkPU khota Solok dengan
acara : Sosialisasi Penggunaan Aplikasi SILON Pemilu tahun 2019,

2. Senin tanggal 2 Juli 2018 bertempat di Aula KPU Kota Solok dengan acara
. Sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor © 20 tahun 2018
tentang Pemilihan Umum;

3. Pengumuman oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor |12 /PL.O4-
PU/1372/KPU-Kot /VII-2018 tanggal 1 Juli 2018 tenmtang Pengajuan Bakal
Calon Anggola DPED Kota Solok dalam Pemilu Tahun 2019 dari tanggal |
s/d 4 Juli 2018.

4, Sabtu tanggal 21 Juli 2018 bertempal D'Relazion dengan  acara

Penverahan hasil Verifikasi Keabsahan dokumen Bakal Calon Anggota

DPRD Kota Solok dan Sosialisasi Tata cara Perbaikan Dokumen

Persyaratan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD kota Solok Pemilu

tahun 2019;

Jum'at tanggal 27 Juli 2018 di aula KPU Kota Solok dengan acara

Sosialisasi Keputusan KPU Nomor 961 /PL.OL.A-Kpt/O6/VII/ 2018 tentang

i

Pedoman Teknis pengajuan dan verifikasi anggota DPR, DPRD Provins:
dan DPRD Kabupaten/Kota.

Bahwa tahapan Sosialisasi Proses dan Persyaratan Pencalonan KPU kota

Solok selalu mengundang Partai Politik untuk mensosialisasikan Proses dan

Persvaratan Pencalonan Kkepada Partai Politik sebagan pescerta Permibhan

Umum Tahun 20 19, -cm o s st s s e oo

¢) Petitum

1. Merujuk kepada permohonan pemohon meminta kepada KPU Kota Solok
untuk dapat kembali mengikut sertakan calon anggota DPRD Kota Solok
dari Partal Solidaritas Indonesia vang menggunakan jjazah sarjana (51}
vang waktu pendaftaran belum melampirkan ijazah SMA dilegahsasi dan
untuk dapat dilampirkan kembali.

2. Bahwa kami schagai Termohon, mengeangap pengajuan  permohonan

pemohon bertentangan dengan Undang-undang No. 7 tahun 2017 tentang
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=

Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun
2018 tentang Perubshan Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 7 Tahun
2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penvelenggaraan Pemilihan
Umum Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun
2018 tentang Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
B76/PL.O1.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman tcknis pengajuan
dan Verifikasi anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten /kota,
serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomaor 22/ Hk U3, 1
Kpt/1372/KPU-Kot/VIII/ 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok Pemilihan Umum
Tahun 2019.

Sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Komisi Pemihiban Umum kota
Solok harus melaksanakan dan menyelenggarakan pemiliban umum
dengan prinsip berkepastian hukum.

3. Menvatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komist Pemilithan Umum
Kota Solok Nomor 22/HK.03.1-Kpt/ 1372/KPU-Kot /VIII/ 2018 tanggal 10
Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Dacrah Kota Solok Pemilihan Umum Tahun 2019

Berdasarkan uraian dalam alasan-alasan terscbut diatas, mohon kepada

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok untuk menjatuhkan Putusan

scbagai berikut: Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya, Apabila

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok berpendapat lain mohon

putusan vang seadil-adilnya {ex aequo et Bonoj. -ss---rmesemsrmmre e oo

Pihak Terkait

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, tidak ada Pihak Terkat vang
mengajukan tanggapan Pihak Terkait pada Permohonan Pemohon;

Bukti-Bulkti

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon. Pemohon telah
mengajukan bukti berupa fotokopi surat vang tclah dibernt materan cukup dan
telah dileges serta diberi tanda P-1 s.d P-12 sebagai berikut :
. No. | kode Bukti |  Keterangan
B [Model BA.HP DPRD Kota Solok Nomor : 62/PK.0OI- |
‘ | | BA /03 /KPU-Kot /VII /2018 dan Lampiran, tertanggal 20 Juli

2018, [sesuan dengan ashifsda),
2 | pa | Informasi Bakal Calon Anggota DPRD dalam Pemilihan I

, | Umum Tahun 2019 atas nama H. Jasrul, ST. (scsuai
L | dengan asli/sda).

3. |P-3 | Model B.I-DPRD Kota, Dapil 1 dan Dapil 2 tertanggal 17
‘ | Juli 2018, (sesual dengan ashfsda).

—_

BADAN PENGAWAS PEMILIMAK UMUM
KOTA SOLOK

[ | EBAWASLU R R T SO0



4, | P-4 | Model B.1 PERBAIKAN DPRD, Dapil | dan Dapil 2 tertanggal
| 31 Juli 2018, (sesuai dengan asli/sda).
1- 5. |P-5 _ TRIH_E:;E-FE'l_EEﬂIHH kepada Yem KPU Solok. [sesuai dengﬂ.n'
asli/sda).
| 6, | P-6 ____F_m;:u:::-pv ljazah atas nama Jasrul (sesum dengan asli/ sda)
[ 7 P-7 | Fotocopy ljazah atas nama fathul Rahim (sesuai tif:il_ﬁ-'il-'t_
| asli/sda).
i_ﬂ-._ IP-8 " Fotocopy ljazah atas nama Junaidi Susks (sesuai dengan '
aslifsda).
9. | P9 Fotocom Ij.i-q:ﬁ.lh atus nama Ridwan [sesum dengan asli/ sda).
10, J' P-10 . Fotocopy Ij'a?.ah atas nama Munawar (sesusn t.li:ng;ln .

asli/=da).

11. |P-11 Asli dan Fotokopi Surat Keputusan Dewan E‘lrﬁ]:l-inun Pusat
Partai solidaritas Indonesia. Tanggal 09 Juli 2018, Nomor

1041/SK/DPP/2018, tentang Pengangkatan Susunan

| Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas

Indonesia Kota Solok (sesuan dengan asli) sda)

12, | P-12 | Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Koko Kurniawan .
p

Karnesa dan Alhafis Miftahul Rizki

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah

mengajukan bukti berupa fotokopi surat vang telah diben materal cukup dan

telah dileges serta diberi tanda T - 01 s.d T - 014 sebaga benkut f----mmmemeemenees

: No. Kode Bukti " Keterangan

[ T VROl “Pc:ng'umuman KPU Kota Socolok Nomor 112/PL.04,1]

| PU/ 1372 /KPU-Kot/VII-20 18 tentang Penpgajuan Bakal Calon
Anggota DPRD Kota Solok Dalam Pemilihan Umum Tahun
2019, (sesuan dengan ash /sda)

|
et — B

-02 Dalar Hadir Sosialisasi Penggunmm thkmﬂ SILON [(Sistem

| Infomasi Pencalonan) pada Prases Pencalonan Pemilihan
iUmum Legislative Tahun 2019 pada han Rabu / 13 Jum
[ 2018 i Aula Kantor KPU kKota Solok. [scsusl dengan
. asli/sda)
3 i'l‘-l’.}.:l ILJnd:mp,un Sosialisast Peraturan komisi Permibhan Umum
| Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi dan Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah
! Kabupaten/Kota pada Hari Senin tangeal 2 .Jub 2018
| bertempat di Aula KPU Kota Solok, (sesual dengan ash )/ sdaj

[
i e T &
|

q T-04 Daftar Hadir Sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum |
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‘-ﬁumﬂr 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan
Perwakilan Rakvat, Dewan Perwakilan Rakvat [Daerah
Provinsi dan Dewan  Perwakilan  Rakyat  Dacrah
Kabupaten/Kota pada Hari Senin tanggal 2 Juli 2018
bertempat di Aula KPU Kota Solok. (sesuai dengan asli/sda)
' Undangan  Sosialisasi  Penverahan Hasil Venfikas
Keabsahan dokumen bakal calon Anggota DIPRD Kota Solok
dan Sosialisasi lala cara perbaikan dokumen persyaratan
pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kota Selok Pemilu
Tahun 2019 pada Hari Sabtu 21 Juli 2018 bertempat di
D'Relazion Restaurant Jl. Dr. Hamka Lukah Pandan Kota
Solok. (sesual dengan ash [ sda)

Daftar Hadir Sosialisasi Penyerahan Hasil  Verifikasi |
| Keabsahan dokumen bakal calon Angpota PR Kot Solok
dan Sosialisasi tata cara perbakan dokumen persvaratan
pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kota Solok Pemilu
Tahun 2019 pada Hari Sabtu 21 Juli 2018 bertempat di
D'Relazion Restaurant J1L e, Hamka Lukah Pandan Kota
Soplok. (sesual dengan ash/sda)

Daftar Hadir  Sosialisasi Keputusan  kPU Meomaor
| 961 /PL.O1.4-Kpt/06/VI1/2018 tentang Petunjuk Perbaikan,
iP‘fn:msunﬂn dan Penetapan Daftar Calon Sementara dan
Penyusunan dan Penctapan Daftar Calon Tetap Anggota
DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada Han
Jumat 27 Juli 2018 bertempat di Aula KPU Kota Solok.
[sesual dengan ash/sda)

' Model B.1-DPRD KOTA, Dapil 1 dan Dapil 2, tertangzal 17
Juli 2018, [sesuai dengan ashi /sda)

'Model BAHP DPRD Kota Solok Nomor {'JEJI‘H.{H-.
BA/03/KPU-Kot/ VI /2018 dan Lampiran, tertanggal 20 Juli

2018, {sesual dengan ash fsda)

Model B.1 PERBAIKAN DPRD. Dapil | dan Dapil 2 tertanggal
31 Juli 2018, {sesuai dengan asli /sda)

'Model BAHP DPRD Kowa Solok Perbaikan  Nomor
87 /PK.01-BA/O3/KPU-Kot /VIIl/ 2018 clan Lamparan,
tertanggal 7 Agustus 2018, {scsual dengan ash /sdal

5 | T-05
|
-
| & |T-06 [
| |
8 |T08 ‘-
i
| [
[
| . '9"'[ T-09
10 | T-010
11 | T-01)
12 | T012 T
i
|

13 [T-013

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor :

22/HK.03. 1. Kpt/ 1372 /KPU-Kot /VIIl/ 2018 Tanggal 10

Agustus 2018, wentang Penctapan Daoftar Calon Sementara

Angeota  Dewan  Perwakilan Rakvar  Dacrah Kota Solok
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[ Pemilihan Umum Tahun 2019, {sesuai dengan asli/sda)

14 | T-014 Jepretan layar percakapan Grup WhatsApp LO & Opr Silon '

KOTA SOLOK, [sesum dengan ash fsdag

5. Keterangan Saksi, Ahli, dan/atau Lembaga Pemberi Keterangan

Menimbang, bahwa selain mengajukan buku-bukti dokumen, Pemohon juga

mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang vaitu Jasrul dan Febby Anggraim

dengan keterangan berikul f-eessmesemer s e e e

b

Jasrul :

Bahwa saksi adalah bakal calon anggola Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Solok dari Partai Solidaritas Indonesia Kota Solok.

Bahwa saksi mengalakan informasi vang saksi lenma vaitu harus
melampirkan ijazah terakhir bukan harus melampirkan ijjazah SMA dan
saksi menvalakan tidak ada membaca dalam petunjuk vang diberikan
oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Solok bahwa harus melampirkan
ljazah SMA dan saksi menvatakan saks) hanya melengkam  svarat
svaral kekurangan yvang disampaikan oleh Partan kepada saksi.

Bahwa saksi menyampaikan bahwa dulu belum ada legalisir, vang ada
hanya diketahui dan ditanda tangam oleh Kepala kantor Wilavah

Bahwa saksi pada waktu penverahan terakbor datang ke RPU khota
Solok tanggal 31 Agustus 2018 pukul 23.00 WIB dan Ketua Partal
Solidaritas Indonesia mengatakan kalau harus melampirkan ijazah
SMA.

Bahwa setelah mendengar keterangan dari Ketua Partai Solidaritas
Indonesia tersebut saksi menjemput gazahnyva vang karena pernah
terkena musibah, maka yjazah saks: diganti dengan surat keterangan.
Bahwa saksi mengatakan bahwa saksi tiba di KPU kembali pada pukul
00.05 Wib dan membawa suratl keterangan pengganti 1jazah vang belum
dilegalisir dan membawa vang ashinya agar bisa ditenima

Bahwa saksi meminta waktu sampai besok pagi untuk memberikan
sural keterangan pengganti jazah SMA yang dilegalisir dengan
meninggalkan jjazah asli namun KPU tidak bisa menenima hal tersebut.
Bahwa saksi mendapatkan persvaratan untuk mendafiar sebaga bakal
calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah dari Bapak Nasmalvadi
sclaku koordinator Partai Sohdantas Indonesia Kota Solok.

HBahwa saksi mengetahul persvaratan untuk  bakal calon anggota
Dewan Perwakilan Rakyvat Daerah pertama kalh pado wanggal 13 Juh
2018 saat masih menjadi Pimpinan Partai ldaman Kabupaten Solok
Febby Anggraini :

Bahwa saksi adalah Liaison Officer (LU} dan sckaligus Pengurus Partal
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Solidaritas Indonesia Kota Solok yvaitu sebaga Boendahara,

-  Bahwa saksi menvatakan pada sasl masa pendaftaran wakiu itu tidak
fokus pada ijazah SMA tetapi hanva fokus dengan ijazah terakhir.

- Bahwa saksi menerangkan tidak menyangka terkait dengan syarat
jjazah SMA tersebut akan menjadi masalah sepert sckarang,

- Bahwa saksi mengakui telah terjadi miskomunikas: antara Pengurus
Partai Solidaritas Indonesia dengan bakal calon Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah vang juga sudah dijelaskan kepada Komisi Pemilihan
Umum Kota Solok |

-  Bahwa Saksi mengatakan tidak ada mendengar dalam sosialisast pada
tanggal 21 Juli 2018 tentang keharusan melampirkan ijazah SMA.
Bahwa =saksi mengaku telah memberikan catatan persvaratan vang
harus dilengkam oleh Bacaleg tetapn mengaku tudiak memperhatikan
pada jjazah SMA.

- Bahwa saksi menyvebutkan bahwa selama saksi konsultasi dengan
Operator  Silen  tdak pernah  menvinggung tentang kcharusan
melampirkan pazah SMA meslkapun telah melampirkan ljazah terakhic/
liazah Sarjana.

Bahwa saksi menvatakan telah melakukan konsulias) dengan Helpdesk
KPU Kota Solok sebanyak 3 (tiga) kali.

- Bahwa saksi menyampaikan saal saksi menjadi LO pada saal
pendaftaran pertama vang diajukan dalam Model Bl adalah 11 calon di
Daerah Pemilihan Keota Solok 1 Lubuk Sikarah dan Y calon di Dacerah
Pemilihan Kota Solok 2 Tanjung Harapan.

- Bahwa saksi mengatakan pada masa pendaftaran kedua/masa
perbaikan, bakal calon vang diajukan pada Model B1 vailu berjumlah
15 orang, 7 calon di Daerah Pemilihan Kota Solok | Lubuk Sikarah
dan B calon di Daerah Pemilihan Kota Sclok 2 Tanjung Harapan.

- Bahwa saksi menyebutkan dari 15 Bacaleg vang diajukan tersebut,
yvang memenuhi syarat vailu sebanvak 8 orang, vaitu 3 calon di Daerah
Pemilihan Kota Solok 1 Lubuk Sikarah  dan 5 calon di Dacrah
Pemilihan Kota Solok 2 Tanjung Harapan,

- Bahwa saksi menvampaikan dari bakal calon vang diajukan ada vang
berpindah dapml atas nama Ridwan,--------—--=---ccn s

2] Menimbang, bahwa sclain mengajukan buku-buku dokumen. Termohon
juga mengajukan saksi-saksi schbanvak 3 (Liga) orang, vaitu @ Welzi Martson,

Edi Erawadi dan Padri Kasman; dengan keterangan berikut j-------eeeemacvee -

a] Welzi Martson :

- Bahwa saksi adalah stal di Komisi Pemilihan Umum kKota Solok dan
petugas penenma dokumen  serta anggota Tim o Pemenksa  berkas

pencalonan Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Kota Solok.
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b)

Bahwa saksi menyatakan tidak terlalu mengetahui secara detanl hasil
verilikasi dokumen yang diberikan pada tanggal 21 Juli 2018,

Bahwa saksi menyampaikan seingat saksi, PSI menverahkan berkas
perbaikan pada hart terakhir sekitar lewat pukul 23,00 Wib, setelah
diregister, saksi dan petugas lainnya telah menunggu untuk memeriksa
dokumen PSI, selanjutnya saksi dan tim langsung memeriksa berkas
PsI.

Bahwa saksi menjelaskan tim pemeriksa  membagi dokumen menjadi
2, antara daerah pemilihan 1 dan 2, setelah itu ditandai berkas mana
yang ada dan vang tidak ada, setelah selesar kami beritahukan kepada
pimpinan.

Bahwa saksi meyampaikan scielah proses pemeriksaan berkas Partai
Solidaritas Indonesia, salah satu dari keterwakilan dari PS| meminia
untuk melampirkan kembali ijjazah SMA vang belum diserahkan
scbelumnya, kemudian saksi dan tim pemeriksa lainnva melaporkan
kembali ke pimpinan.

Bahwa saksi menyampaikan menurut pendapat pribadinyva menurut UU
Nomor 7 Tahun 2017, maka lampiran ijazah terakhir itu adalah jaxah
SMA dan saksi beranggapan bahwa jika ingin menggunakan gelar
akademik, maka {jazah sarjana dilampirkan untuk penambahan gelar
tersebult.

Bahwa saksi menjelaskan partal lain tidak ada vang beramsumsi seperti
Parta Solidaritas Indonesia.

Bahwa setelah  saksi  memberitahukan kepada  pengurus  Parag
Solidaritas Indonesia terhadap kekurangan yazah SMA, maka pengurus
Partai Solidaritas Indonesia memohon solusi terkait hal tersebut.

Bahwa saksi tidak ikut scrta dalam verifikasi keabsahan berkas Vang
pertama.

Bahwa saksi mengatakan bahwa Jajaran. KPU Kota Solok  hanya
pelaksana dari peraturan vang ada dan schelum dilakukarn penerimaan
berkas perbaikan, terlebih dahulu telah  diberikan bimiek atau
pengarahan oleh pimpinan Komisi Pemilihan Umuom Kota Solok

Bahwa saksi menvampaikan sosialisasi vang dibenikan ke partar politik
oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Solok mengenai berkas perbaikan
vaitu satu kali.

Edi Erawadi :

Bahwa saksi adalah staff di Komisi Pemilihan Umum Kota Solok
sckaligus sebagai Koordinator Tim Penerimaan Pencalonan anggola
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok secara keseluruhan.
Bahwa saksi mengatakan tidak mengingat secara kescluruhan tentang

hasil_verifikasi pencalonan dikarcnakan partai vang mendafiar vaitu
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sebanvak 16 Partai Polink,

Bahwa saksi mencrangkan bahwa Puartal Solidantas Indonesia hota
Solok tidak pernah melakukan konsultasi pada Helpdesk komis
Pemilihan Umum Kota Solok kecuali untuk mengamhbil username dan
password SILON, yang dating vailu operator dan Partal Solidaritas
Indonesia Kota Solok tersebut dan  ada bukti kehadiran konsullas
seluruh Partai Politik Kota Solok.

Bahwa saksi  sudah mempersiapkan  helpdesk., tetapi udak
dimanfaatkan dengan baik oleh Partal Solidartas Indonesia Kota Solok.,
Bahwa saksi menpatakan Komisi Fermilihan Umum kota Solok telah
melakukan sosialisasi terkait dengan pendaftaran calon anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok sebanyak 5 (lima) kali dan Partai
Solidaritas Indonesia Kota Solok hadir sebanvak 2 (dua) kali.

Bahwa saksi mengatakan terkait dengan Partai Solidaritas Indonesia
Kota Solok yang tidak pernah konsultasi, saksi tidak pernah
menghubung Partair Soldaritas Indonesia, tetapi mengoordinasikan
dengan pimpinan schingga pimpinan vang menghubungi scluruh parta
lewat LO Partai melalui Grup WhatsApp vang herisikan seluruh LO
Partai Poluik Kota Solok dan udak mengetahul secara pasti apakah
informasi di group telah sampai ke masing-masing partai atau belum.
Bahwa saksi mengatakan kurang tahu dengan pasti terkail tata cara
penerimaan di Helpdesk karena vang lebih mengetahui adalah Operator
Komisi Pemilihan Umum Kota Solok vaitu Yem Siska,

Padri Kasman :

Bahwa saksi merupakan anggota Tim Verifikasi dalam keabsahan
dokumen tahap pengajuan pertama dan perbaikan.

Bahwa saksi memberitahukan dari hasil verifikasi perbaikan diketahui
atas nama Jasrul pada saat itu tidak ada ijazah/STTE SMA dan telah
diberitahu untuk melengkapinva.

Bahwa saksi menvampaikan scbagai tim verifikasi hanva menerima
bahan, dan mengisi formulir untuk diceklist 1erkan ads ata tidaknyva
persvaratan /dokumen vang dilengkapi.

Bahwa saksi menjelaskan untuk pernyataan/status Tidak Memenuhi
Syarat (TMS) itu berdasarkan dari hasil pleno KPU Kota Solok, bukan
tim verifikasi yang menetapkan.

Bahwa saksi menyebutkan bahwa saksi ikut schagai pemeriksa
dokumen, dasar dalam pemeriksaan dokumen berpedoman kepada
Jukmis Nomor 961 dan ada formulir vang dilengkapi dan harus diisi,
mulai dari BB sampai sural keterangan Pengadilan  (terdapat 12

verifikasi berkasg). ---——-—-=s=mmmmm s e
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Kesimpulan Pemohon
Bahwa dari hasil persidangan beberapa kali vang telah dijalani mulai dari

mediasi sampai pada acara penvampaian kesimpulan maka dapat disimpulkan

sebagai berikut :

1.

Hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon anggota
Dewan Perwakilan Rakvat Dacrah Kota Solok pada pemilihan umum
Tahun 2019, vakni syarat umum bagi Bakal Calon pada poin 5 dan 6 jelas
menyatakan bahwa pada poin 5 berbunyi, “Svarat umumnya adalah Folo
copy jazah/STTB Sekolah Menengah Alas atau sederagal,  surat
keterangan berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB, svahadah, atau
sertifikatl vang dilegalisasi oleh instansi vang berwenang.”

Selanjutnya pada poin 6 berbunyi. "Foto copy ljazah Perguruan Tingg
yvang dilegalisasi oleh pegabal yvang berwenang < Perguruan Tingg vang
bersangkutan”,

Dan kedua poin terscbut  Pemohon berkesimpulan bahwa salah satu
syarat umum Bakal Calon hanva melampirkan salah salu syaral vang
tertulis pada poin 5 atau pun poin 6, dengan arti bisa menggunakan ijazih
legalisir SMA sederajat ataupun menggunakan lazah perguruan tingg
vang dilegalisir,

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Paragral 1, Persyaralan Bakal Calon Anggota DPRE, DPRD. DPRD
Kabupaten/Kota Pasal 240 Poin e berbunyi, “Berpendidikan Paling Rendah
Tamat Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliah, Sekolah Menengah
Kejuruan, Atau Sekolah Lain Yang Sederajat” Ini berarti, syarat untuk
menjadi calon legislative hanva melampirkan salah satu dari poin 5 atau 6
dari syaral pencalonan vang dikeluarkan aleh KPL Kota Solok. artinva
bakal calon Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah bisa manggunakan salah
satu poin dari aturan vang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum.

Untuk itu kami berpendapat, karena tidak ada satupun Pasal dalam
Undang-Undang Pemilu yvang menctapkan aturan scbagio mana vang
ditcrapkan oleh  Komisi Pemilihan Umum Kota Solok, tentang syaral
pencalonan bacaleg Dewan Perwakilan Rakyvat Dacrah Kota Solok, vaitu
bila menggunakan ijazah Sarjana harus melampirkan ijazah SMA,

Untuk itu kami berharap melalui Bawaslu Kota Solok, untuk hisa
merekomendasikan kembali kepada Komisi Pemilihan Umum kKota Solok
untuk bisa meluluskan kembali atau diikutkan kembali semua atau
scbahagian Calon Legislatil dari Partai Solidaritas Indonesia Kota Solok

vang tidak diluluskan oleh Komisi Pemilihan Umuom Solok

Bahwa kesimpulan ini disampaikan dengan harapan adanva kebijaksanaan vang

sebaik-baiknya dan seadil-adilnyva darn  Bawaslu Kota Solok dalam mengamibil

dan menctapkan keputusan ----.... cemeenes
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7.

Kesimpulan Termohon

Sehubungan dengan telah  selesmnya digjukan permohonan, jawaban
permohonan dan bukti-buku pemohon dan termohon, serta telah didengarnva
keterangan dari saksi pemohon dan saksi termohon dalam Persidangan
Adjudikasi Penyelesalan Sengketa Proscs Pemalu Nomaor
01/PS.REG/BAWASLU-PROV.5B.03.07 fVII/ 2018, Bahwa termohon
mengajukan Kesimpulan akhir.

Dalam Pokok Perkara :

1. Pada prinsipnva termohon menolak alasan-alasan hukum yang hajukan
oleh Pemohon dalam permohonanya.

2. Bahwa pada prinsipnya termohon tetap berpegang teguh pada pendirian
Termohon dan telah bertindak sesuai dengan Peraturan  Perundang-
Undangan vang berlaku antara lain :

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017  tentang
Pemilihan Umum khususnya Pasal 240 Ayat (1) hurufl e dan Avat (2) huruf
b;

b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun
2018 tentang PencalonanAngggota DPR, DPRD  Provinsi dan DPRD
Kabupaten/ Kota Pasal 7 Ayat (1) huruf e dan Pasal 8 Ayat (1) huruf ¢ serta
Pasal 36,

¢. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republhk [Indonesia Nomor
876/PL.O1.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang PedomanTeknisPengajuan
dan Verifikasi Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ kota;

d. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik  Indonesia Nomor
961/PL.O1.4-Kpt/06/VI1l/2018 tentang Petunguk  Tekms  Perbaikan,
Penyusunan dan Penetapan Daftar CalonSementara Serta Penyusunan
dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD
Kabupaten /Kota.

3. Bahwa dikarcnakan permohonan vang diajukan pemohon tidak berdasarkan
peraturan perundang-undangan vang berlaku. bahkan tndak didukung alat
bukt vang kuat, maka termohon dalam hal imi Kemisi Pemilihan Umum Kota
Solok mohon agar semua permohonan pemohon patut kiranyva ditolak secara
keseluruhan.

4. Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi pemohon dan saksi dar termohon
telah  didengarkan dalam persidangan patut juga kiranve permohonan
pemohon ditolak secara keseluruhan.

Pembuktian Pihak Termohon (T-01 Sampai T-08)

I. Buku T-01 :

Pengumuman KPU Kota Solok Nomor @ 112/PL.OU41-PUSI372/KPU-Kat/VII

2018 tentang Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD kota Solok Dalam
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Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 1 Juli 2018, Bukt menjelaskan
bahwa KPU Kota Solok telah mengumumkan pendaftaran calon anggola
DPRD Kota Solok untuk Pemilihan Umum Tahun 201%9;

Bukti T-02 :

Daftar Hadir Sosialisasi Penggunaan Aplikasi SILON (Sistem  Informasi
Pencalonan) pada Proses Pencalonan Permbihan Umum Legislatif Tahun 2019
pada hari Rabu tanggal 13 Jum 2018 di Aula kantor KPU Kota Solok. Bukti
ini menjelaskan babwa KPU Kota Solok elah melukukan sasialisasi
Penggunaan Aplikasi SILON sebagal instrumen pencalonan Anggold LDPRD
Kota Solok ke seluruh Partai Politik Tingkat Kota Solok namun tidak dihadin
pihak pemohon;

Buktu T-03 :

Surat Undangan KPU Kota SolokNomor 113/PL.04. 1-Und/ 1372/ KPU-
Kot/V1/2018 tertanggal 30 Juni 2018 perihal Undangan Sosialisasi
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 tentang
Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyal, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakvat Dacrah RKabupaten/kota
bertempat i Aula KPU Kota Selok. Bukti ini menjelaskan bahwa KPU Kota
Solok telah mengundang seluruh Partai Polik peseria Pemilu tingkat Kota
Solok untuk mensosialisasikan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik
IndonesiaNomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anpgota  Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Provinsi dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota;

Bukti T-04 :

Daftar Hadir Kegiatan Sosialisast Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota
Dewan Perwakilan Rakvat, Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Provins: dan
Dewan Perwakilan Rakvat Daerah Kabupaten/Kota pada han Senin tanggal
2 Juli 2018 bertempat di Aula KPU Kota Solok, Bukt im menjelaskan bahwa
KPU Kota Solok telah melakukan sosiahisasi Peraturan homist Pemilihan
Umum Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakvat Daerah Kabupaten/Kota kepada
scluruh Partai Politik peserta Pemilu tingkat kota Solok vang juga dihadin
olech pithak pemohon;

Bukt T-05 :

Surat Undangan KPU Kota Solok Nomor : 129/PL.0OL.1-Und/1372/KPU-
Kota/VII/2018 tertanggal 19 Juli 2018 Perihal Undangan Penyverahan hasil
Verifikasi Keabsahan dokumen bakal calon Anggota DPRD Kota Solok dan
Sosialisasi tata cara perbaikan dokumen persvaratan pengajuan bakal calon

Anggn, DPRD Kota Solok Pemilu Tahun 2019 bertempat i Buang
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Bertemuan Lantai [l DRelazion JI. Dr. Hamka Lukah Pandan Kota Solok.
Bukt ini menjelaskan bahwa KPU Kota Solok telah mengundang seluruh
Partai Politik peserta Pemilu tingkat Kota Solok sunapenverahan  hasil
verifikasi keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD Kota Solok serta
mensosialisasikan tata cara perbaikan dokumen persyaratan pengajuan
bakal calon Anggota DPRD Kota Solok ke selurubh Parta Politik peserta
Permilu tingkat Kota Solok:

Bukt T-06 :

Daftar hadir Penyerahan hasil Verifikasi Keabsahan dokumen bakal calon
Anggota DPRD Kota Solok dan Sosialisasi lata cara perbaikan dokumen
persyaratan pengajuan bakal calon Anggota DPRD kota Solok Pemilu Tahun
2019 pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 bertempat cdi Kuang Pertemuan
Lantai [l D'Relazion Jl. Dr. Hamka Lukah Pandan Kota Solok. Buku i
menjelaskan bahwa KPU Kota Solok telah melakukan Penyerahan hasil
Verifikasi Keabsahan dokumen bakal calon Anggota DPRD Kota Solok dan
Sosialisasi tata cara perbaikan dokumen persvaratan pengajuan bakal calon
Anggota DPRD Kota Solok Pemilu Tahun 2019 vang juga dibadin uleh pihak
pemohon,

Buku T-07 :

Surat Undangan KPU Kota Selok Nomor : 137/PLOLUnd/1372/KPU
Kot/VII/2018 tertanggal 26 Juli 2018 Perihal Undangan  Sosialisas
Keputusan KPU Nomor @ 961/PL.OL.4-Kpt/06/VII/2018 tentangPetunjuk
Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara dan
Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR. DPRD Provinsi
dan DPRD Kabupaten/Kota scrta Surat KPU Repubhk Indonesia Nomor
742/PL.0O1.4-SD/06/KPU/VII-2018 tentang Hasil Penelivian  Admimistras:
Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota
bertempat di Aula KPU Kota Solok. Bukt ini menjelaskan bahwa KPU kota
Solok telah melakukan sosalisasi Keputusan hPU Rl Nomor - 961 /PL.O1.4
Kpt/06/VII/2018 tentang Petunjuk Perbaikan, FPenyusunan dan Penctapan
Daftar Calon Sementara dan Penyvusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap
Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Surat kPU Rl
Nomor : 742/PL.01.4-SD/06/KPU/VII-2018 tamang Hasil  Penelitian
Administrasi Bakal Calon Anggota DPR, DPRD  Provinsi dan DPRD
Kabupaten /Kota kepada Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2019,

RBukt T-08 :

Daftar Hadir Sosialisasi Keputusan KPU  Nomor @ 961/PLUOL.4
Kpt/06/VIl/2018 tentang Petunjuk Perbaikan, Penvusunan dan Penetapan
Daftar Calon Sementara dan Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap
Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Surat KPU Rl
Nomor : T742/PL.O1.4-SD;06/KPU/VII-2018 1entang  Hasil  Penehitian
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Administrasi Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota pada hari Jum'at 27 Juli 2018 bertempat di Aula KPU kota
Solok. Bukti ini menjelaskan bahwa KPU Kota Solok telsh melakukan
sosialisasi Keputusan KPU Nomor | U961 /PLOLA-Kpt/OL/VII/2018 tentang
Petunjuk Perbaikan, Penyusunan dan Penctapan Daltar Calon Sementara
dan Penyusunan dan Penctapan Daftar Calon Tetap Angpota DPR, DPRD
Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Surat KPU - Rl Nomor
742/PL.01.4-8D/06/KPU/VII-2018 1enlang Hasil Penelinan  Admimistras:
Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinst dan LBPRD kabupaten/Kota
kepada Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2019 vang tidak dihadiri oleh
perwakilan dan pemohon.

Bukti Tambahan :

a. Berita Acara KPU Kota Solok Nomor @ 62/PK.O1-BAJO3/KPU-
Kot/VII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan
Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kota Solok pada Pemilihan
Umum Tahun 2019;

b. Berita Acara KPU Kota Solok Nomor R7/PK.0O1-BA/O3/KPU
Kot /VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Perbatkan Dokumen
Syaral Bakal Calon Anggota DPRD Kota Solok pada Pemiliban Umum
Tahun 2019;

¢. Keputusan KPU Kota Solok Nomor ;| 22/HR.O03.1-Kpt/1372/KPU-
Kot/VIIl/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok Pemilihan Umum Tahun
2019;

d. Informasi melalui whatapps grup LO dan Operator SILON Kota Solok
terkait proses Pencalonan Anggota DPRD Kota Solok;

¢. Formulir Model B.1-DPRD Kota pada pendaftaran awal tertanggal
17 Juli 2018;

f. Formulir Model Bl Perbakan-DPRED Kota padia penverahan berkas
pencalonan  perbaikan  tertanggal 31 Jub 2008 beserta surat
permohonan pembukaan dokumen dan Partar Solidantas Indonesia

Kota Solok Nomor ;: 041 /TUGAS/DPD/INS 201 8;=-amemmemrmreeroceanoccaens

Keterangan Saksi Pihak Pemohon:
a. Jasrul

Mencrangkan di muka persidangan pada pokoknya schaga benkut ¢

i

b

Bahwa saksi tidak mengetahui persvaratan pencalonan bakal ealon anggota
DPRD Kota Solok secara komprehensil dan pengurus atau penghubung dan
Pemohon seperti yvang telah disosialisasikan oleh homisi Permbihan Umum
Kota Solok.

Bahwa saksi baru mengetahui salah satu svarot pencalonan bakal calon

anggota DPRD Kota Sclok harus melampirkan fotokopt hazah Sckolah
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Menengah Atas atau sederajat vang telah dilegalisir instansi berwenang pada
har terakhir penvampaian berkas hasil perbaikan pencalonan bakal calon
anggota DPRD Kota Solok.

Bahwa saksi mengakui ada salah komunikasi antara vang bersangkutan
scbagai bakal calon anggota DPRD Kota Solok dengan Partai Solidaritas
Indonesia Kota Solok terkait kelengkapan persvaratan bakal calon anggota
DPRD Kota Solok. T P P E— : : s

b. Febby Anggraini
Menerangkan di muka persidangan pada pokoknya schagai berikut

Bahwa saksi mengakui ada kesalahpahaman serta kesalahan komunikasi
antara pengurus Partal Solidaritas Indonesia Kota Solok dengan bakal calon
anggota DPRD Kota Solok dari Partai Solidaritas Indonesia itu sendiri terkait
pelampiran Ljazah/STTB Sekolah Menengah Atas yang tidak menjadi fokus
dalam perbaikan berkas dokumen pencalonan anggota DPRD Kota Solok dan
Partai Solidaritas Indonesia.

Bahwa saksi mengakui dalam hal penvampaian dokumen vang harus
diperbaiki oleh bakal calon anggota DPRD Kota Solok dar Partai Solidaritas
Indonesia Kota Solok tidak terfokus pada pelampiran ijazah/STTB Sekolah
Menengah Atas atau sederajat;

Bahwa saksi mengakui pernah berkonsultasi ke helpdesk pencalonan KPU
Kota Solok tetapi tidak mengkonsultasikan pelampiran lotokopi ljazah / STTH
Sekolah Menengah Atas yvang pada hasil verifikasi keabsahan dinvatakan
belum memenuhi syarat.

Hahwa saksi mengakui dalam hal KPU Kota Solok mensosialisasikan tata
cara perbaikan dokumen calon anggota DPRD Kota Solok khusu SNya lentang
perbaikanfotokopi  ijazah, saksi tdak flokus mendengarkan  sosialisasi

T e e

Keterangan Saksi Pihak Termohon :
a. Welzi Martson

Mencrangkan di muka persidangan pada pokoknya scbagm berku ¢

Bahwa saksi membenarkan saksi dalam hal ini schagal penenma berkas
perbaikan pencalonan anggota DPRD Kota Solok, Partai Solidaritas Indonesia
hota Solok tidak melampirkan fotokopi ljazah /STTB Sekolah Menengah Atas
atau sederajal yang dilegalisir oleh instansi berwenang untuk beberapa bakal
calon anggola DPRD Kota Solok.

Bahwa saksi mendengar dan menyaksikan secara langsung salah satu dari
bakal calon Anggota DPRD Kota Solok dari Partai Solidaritas Indonesia Kota
Solok- mengakui bahwa telah terjadi  kesalahan komunikasi  antara
Penghubung (Liaison Officer) atau pengurus dar Partad Solidaritas Indonesia
kota Bolok dengan bakal calon anggota DPRD Kota Solok dari Partan

Solidaritas  Indonesia  Kota  Solok  terkait penyvampalan  persvaratan
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pencalonan anpepota DPRD Kota Solok.

4. Bahwa menurut saksi pelampiran Fotokopi ljazah/STTB Sckolah Menengah
Atas yang dilegalisir instansi berwenang merupakan suatu keharusan karena
sesual dengan amanat Pasal 240 Avar (1) huruf e dan Avat (2] hurul b,
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum, Pasal 7 Ayat (1) huruf e dan Pasal 8 Avat (1) hurul ¢ Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 entang
Pencalonan Angggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota,

b. Edi Erawadi

Menerangkan di muka persidangan pada pokoknya sebagai berikui

1. Bahwa saksi menyatakan selama helpdesk pencalonan KPU Kota Solok
dibuka, Partai Solidaritas Indonesia Kota Solok hanva 1 (satu] kal
berkonsultasi itupun hanya untuk pengambilan username dan password
Aplikasi SILON:

2. Bahwa saksi mengatakan dari 5 (lima) kali sosialisasi terkait Pencalonan
Anggola DPRD Kota Solok vang dilaksanakan olch KPU Kota Solok hanya 2
{dua) kali vang dihadiri oleh Partai Solidaritas Indonesia Kots Solok:

3. Bahwa saksi mengatakan Pimpinan (Koordinator [Divisi Tekms) telah
menghubungi Partai Politik yang akan melakukan perbaikan melalui
Whatapps Groups yang mana Feby Anggraini sclaku LO dari Partai
Solidaritas indonesia Kota Solok sebagai Anggota dari Groups Whatapps
tersebut.Hal ini dibuktikan dengan screenshot percakapan grup whatapps
vang dilampirkan dalam alat bukti tambahan KPU Kot Solok:

¢. Padri Kasman

Menerangkan di muka persidangan pada pokoknyva schagai berikut ¢

I. Bahwa saksi menyaksikan pada saal penverahan Dokumen perbaikan calon
angeota DPRD Kota Solok juga dihadiri olch perwakilan Badan Pengawas
Pemilihan Umum;

2. Bahwa saksi mengatakan pada saat pemenksaan atau venfikasi keabsahan
selalu berpedoman pada peraturan vang herlaku;

3. Bahwa saksi mengatakan bahwa tidak ada perbedaan antara hasil venfikas
keabsahan dokumen pencalonan anggota DPRD Kota Solok dengan
Penetapan verifikasi keabsahan dokumen pencalonan anggota DPRD Kota
Solok pada Rapat Pleno KPU Kota Solok.

Tanggapan Termohon Terhadap Bukti-Bukt Yang Digjukan Oleh Pemohon

l. Bahwa bukti berupa Berita Acara Penetapan Hasil Verifikasi Keabsahan
Dokumen Calon Anggota DPRD Kota Solok vang diajukan oleh pemohon
pada  dasarnya menerangkan  secara jelas  buhwe  dokumen fotakopm
ljazah /STTB Sekolah Menengah Alas atau sederajal vang dilegalisir instansi
berwenang belum memenuhi syarat;

2. Bahwa bu

ku berupa Berita Acara Penctapan Hasil Verifikasi Keabsahan
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Dokumen Calon Anggota DPRD Kota Solok adalah sama substansinva
dengan Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon
Legislatil Pemilihan Umum Tahun 2019 Komisi Pemilihan Umum Kota
B e e e e e

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, maka KESIMPULAN terhadap

hasil pemeriksaan persidangan Perkara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

Nomor : 01 /PS5 REG/BAWASLU-PROV.SB.03.07/VIIl/ 2018,

Bahwa bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi vang welah kami ajukan dalam

persidangan merupakan bukt dan keterangan vang benar dan sesuai dengan

peraluran Perundang-undangan,

Majelis Adjudikasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok vang terhormat,

dari uraian diatas KPU Kota Solok selaku termohon, bermohon dengan hormat

kiranya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok seluku Majelis Adjudikasi

Penyelesaian Sengkela Proses Pemilu berkenan memutuskan sehaga berikut

1. Menolak Permohonan Pemohon secara keseluruhan,

2. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor
22/HK.03.1-Kpt/ 1372 /KPU-Kot/VIII /2018 tanggal 10 Apustus 2018 tenang
Penetapan Dafiar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kota
Solok Pemilihan Umum Tahun 2019 sah dan memiliki kekuatan hukum
tetap.

4. Apabila Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok  sclaku Majelis
Adjudikasi Penyelesman Sengketa Proses Pemilu berpendapat lain, mohon

putusan yvang seadil-adilnva (ex aequo et BONG) s
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah

sebagaimana telah diuraikan di @Las)-------=se ciccmmmeammm o eseermmsssaeecmensmmsesnmens

Menimbang bahwa Pemohon adalah Koko Kurniawan Karnesa selaku Ketua Dewan
Pimpinan Daecrah Partai Solidaritas Indonesia Kota Solok dan Alhafis Miftahul Rizki
selaku Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kota Solok,
yang telah mengajukan bakal calon Anggota Dewan Perwakilun Fakova Daerah Kota

Solok kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Solok:---—-— -

Memmbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kota Solok Nomor : 22/HK.03.1.Kpt/1372/KPU-Kot /VIII /2018 lentang

Penetapan Daftar Calon Sementara Anggola Dewan Perwakilan Rakvat Daerah Kota

Solok Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 10 Agustus 2018, R
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Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan
Jawaban tanggal 23 Agustus 2018, adapun kescluruhan Jawaban tersehut telah

diuraikan dalam bagian Tentang Duduk SengKetea;---- - ccecooo e

Menimbang, bahwa Pemohon, Termohon telah mengajukan bukti-bukti dokumen,

schagaimana dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;---- e e

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu
Majelis Adjudikasi akan mempertimbangan Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kota Solok, kedudukan hukum Pemohon. dan jangkn wakiu  pengajuan
permohonan sebagal Berikut foee e oom e -
L. KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK
Il Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum sebagai berikut :

a.  Pasal 101 hurul a angka 2, bahwa “Bawaslu Kabupaten/Kota
bertugas  melakukan pencegahan dan  penindakan  diwilayah
kabupaten /kota terhadap sengketa proses Pemilu®;-- ematmmnmmeees

b, Pasal 102 ayat (3}, bahwa: “Dalam melakukan penindakan sengketa
proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 hurul &,
Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: a.  menerima permohonan
penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilavah kabupaten/kota: b.
memverifikast secara formal dan materil  permohonan sengketa
proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota; ¢, melakukan Mediasi
antarpthak yang bersengketa di  wilavah  kabupaten/kota: d.
melakukan proses Adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah
kabupaten/kota apabila Mediasi belum menvelesaikan sengketa
proscs Pemilu; dan e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu
di wilayah kabupaten/kota.™---------- -~ s srrsamsaseeeaceas

¢.  Pasal 103 huruf ¢, bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang:
"menenma, memeriksa,  memedias: ataug mengadjudikas:  dan
memutus  penyelesaian sengketa proses Pemilu i wilavah
kabupaten /kota";---------—

d.  Pasal 467 ayat (1), bahwa “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu
habupaten/Kota menerima permchonan penvelesaan  sengketa
proses Pemilu scbagai akibat dikeluarkannva Keputusan KPU.
Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU kabupaten fKota:--

[ Pasal 468 ayat (1), menvatakan bahwa “Bawaslu, Bawaslu Provinst,
Bawaslu Kabupaten /Kota berwenang menvelesaikan sengkela proses

2]  Menimbang ketentuan Pasal 5 aval (3] Peraturan Badan Pengawas

Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyvelesaian

T ABAWASLU orvnsiv cor sovon

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK




3]

Sengketa Proses Pemilihan Umum *Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang
menyelesatkan scngketa proses Pemilu vang diakibatkan oleh adanva
keputusan KPU Kabupaten /ot - ommms e e e e e e e
Menimbang ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomaor 18 Tahun 2017
Tentang Tata Cara Penyelesalan Sengketa Proses Pemilu menvatakan
bahwa “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota
menerima, memeriksa, melakukan Mediasi atau melakukan Adjudikasi,
dan memutus penyelesalan sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua

belas) hari sejak diterimanya Permohonan Sengketa Proscs Pemilu,™oeeeee-

Menimbang ketentuan-ketentuan yang telah discbutkan dalam angka 1. angka

2 dan angka 3 di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok

berwenang memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu vang

diajukan Pemohon a guoi---—--«-—-mcmmm oo e smmasessesssesmssncaiasas
KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

H N

Memmbang, bahwa ketentuan Pasal 467 avat (2] Undang Undang Nomor 7
Tahun 2017 temtang Pemilihan Umum “Permohonan penvelesaian sengketa
proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada avat | 1) disampaikan oleh calon
Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu;-- e memmmmemom e
Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 avat (1) hurufl b Peraturan Bawaslu
Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Alas Peraturan Bawaslu
Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penvelesaian Sengketa Proses
Pemilihan Umum *Pemohon sengketa proses Pemilu werdiri atas ; b, Parai
Politik Peserta Pemilu" -
Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7A huruf ¢ Peraturan Bawaslu Nomor
18 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun
2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemiliban Umum
“Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu vang diajukan oleh
partai politik calon Peserta Pemilu dan/atau partai politik Peserta Pemilu
dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut @ c. tingkat kabupaten [ kota
diajukan oleh ketua dan sckretaris kabupaten/ kota atau scbutan lain™
Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7B ayat (1), Peraturan Bawaslu Nomor
18 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bawaslu Nomor |8 Tahun
2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum
“Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten / Kota
vang tidak ditetapkan sebagai daftar calon sementara angpota DPR, DPRD
Provinsi, DPRD  Kabupaten/Kota dapat  mengajukan  permohonan
penyelesalan sengketa proses Pemilu vang diwakili oleh partan politik sesuai
K LA Y B = s b e e e e

Menimbang, bahwa Pemohon bertindak schagai Retua dan Sckretaris
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Dewan Pimpinan Daerah Partal Solidaritas Indonesia kota Selok dibuktikan
dengan Surat Reputusan Dewan Pimpinan  Pusat  Partan Solidaritas
Indonesia Nomor ; 104 ] /SK/DPP/2018 tertangeal 049 Juli 2018, vang welah
mengajukan bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakval Daerah Kota
Solok kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Solok; - oo mmmommn e
Menimbang, bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Solok telah menerbitkan
Keputusan Komisi Pemilihan L'mum kKota Solok Momor

22/HK.03.1.Kpt/ 1372/KPU-Kot/VIII/2018 tentang Penetapan Dafltar Calon
Sementara Anggola Dewan Perwakilan Rakval Daerah Kota Solok Pemilihan

Umum Tahun 2019 tertanggal 10 Agustus 20 18- e ee

Memimbang ketentuan-ketentuan pada huruf a, huruf b, huruf ¢, huruf d.

huruf e, dan hurufl [ diatas, Pemohon memiliki kedudukan hukom fegal

standing] untuk mengajukan Permohonan  Penvelesaion  Sengketn Proses

Pemilihan Umum kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok,-----—---

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

.

d.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 467 avat (4) Undang-undang Nomor
7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum “Permohonan  penvelesaian
sengketa proses Pemilu scbhagaimana dimaksud pada avat (2) disampaikan
paling lama 3 (uga) han kerja sejak tanggal penciapan Keputusan KPU,
Keputusan KPU Provinsi, dan/atau Keputusan KPU Koabupaten/Kota vang
menjadi sebab sengketa®;--------- s

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 avat (2] Peraturan Bawaslu
Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penvelesaian Sengketa Proses
Pemihban  Umum  “Permohonan  sebagaimana dimaksud  avar (1)
disampaikan paling lama 3 (uga) hari kerja scjak tanggal penetapan
keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kotag- -« oo
Menimbang, bahwa Komisi Pemilthan Umum Kota Solok menerbitkan
Keputusan  Komisi  Pemilihan Umum Kota  Solok Nomor
22/HK.03.1. Kpt/ 1372/KPU-Kot/VIII /2018 tentang  Penetapan  Dafltar
Calon Sementara dan Persentase Keterwakilan Perempuan Dalam Daftar
Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakvat Dacrah Kota Solok
Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 10
Agustus 2018 untuk Partai Solidaritas Indonesia;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penvelesaian
Sengketa Proses Pemilihan Umum kepada Badan Penpgawas Pemilihan
Umum Kota Solok pada tanggal 14 Agustus 2018, dibuktikan dengan Tanda
Terima Berkas dengan dinvatakan  permohonan  tidak  lengkap  dan
dilakukan perbaikan dokumen pengajuan  permohonan  penvelesaian
sengketa proses pemilihan umum dan dicatat dalam Buku Register Perkara
Penvelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor : 001 /PS.REG/BAWASLLU-
PROV.SB.03.07/VIII/ 2018 pada tanggal 16 Apusius 2018; e e e
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Menimbang ketentuan-ketentuan pada huruf a, hurul b, huruf ¢ dan hurul d,
permohonan vang diajukan Pemohon masih dalam tenggang wakiu pengajuan

Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;-------ccccmmemmmaanes

POKOK PERMOHONAN PEMOHON
Memimbang, bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan

pokok sengketa scbagai berikut -

Menimbang, bahwa persvaratan Bakal Calon anggota DPR. DPRD Provinsi, dan
DPRD Kabupaten/Kota vang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 temtang Pemilihan Umum vang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provins: dan Dewan
Perwakilan Rakvat Daerah Kabupaten/Kota merupakan persvaratan vang wajib
dipenuhi olch pribadi Bakal Calon vang hendak didaftarkan oleh Partai Politik

Peserta Pemilu masing-masing; ««--coooesmommommm e

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 240 avat (1) Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur mengenai persyaratan Bakal

Calon anggota DPR., DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota vang

diantaranva adalah scbhagan berthut; - - -coaaeee

a.  berpendidikan paling rendah tamat sckolah menengah atas, madrasah
alivah, sekolah menengah kejuruan, madrasah alivah kejuruan, atau
sekolah lain yang sederajat;

b. dicalonkan hanya di 1 (satu| dacrah pemilihan, ---=cc oo

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 240 avat (2). poin b, Undanpg-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum  mengatur  mengenai
kelengkapan admimistratil bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada avat (1) dibuktikan dengan,
“bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa fotokopi ijazah. sural tanda tamat
belajar atau surat keterangan lain vang dilegalisasi olch satuan pendidikan aau
program pendidikan menengah” e eeeesccia i
Memmbang, bahwa ketenmtuan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerash Provinsi dan Dewan Perwakilun
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota telah mengatur  lebih lamjut  mengena
persyaratan  Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten /Kota sebagai kelengkapan administratif:

Menimbang, bahwa terhadap Pokok Permohonan Pemohon terkait Tidak
Memenuhi Syarat (TMS) terhadap 5 (lima) orang bakal calon Anggota Dewan
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Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok vang diajukan olch Partad Solidaritas

Indonesia kota Solok atas nama :

1)
2)
3)
3)

5)

Munawar, Daerah Pemilihan Kota Solok 1, Nomor Urut 2;
Junaich Suska, Daerah Pemilihan Kota Solok |, Momor Uran 4

Nfathul Rahim, Dacrah Pemibhan Kota Solok 1, Nomor Urui 55

Jasrul, Daerah Pemilihan Kota Solok 2, Nomoaor Uruat 2

Ridwan, Dacrah Pemilihan Kota Solok 2, Nomor Urut 6 dan

Dimana Pemohon dalam mengajukan kelima bakal calon Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok tersebut diatas tidak melampirkan jjazah

Sckolah Menengah Atas vang dilegalisasi. Kelima bakal calon Anggota Dewan

Perwakilan Rakyal Daerah Kota Solok tersecbut hanyva mengpunakan atau

melampirkan yjazah terakhir saja yvakni jjazah Sarjana [S1) vang telah dilegalisir,

Memmbang, bahwa terkait Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Dacrah Kota Solok :

atas nama Munawar, Junaidi Suska, llfathul Rahim dan Jasrul, Majelis

Siclang berpendapal sebagai berikut ; -----

)

]|

c)

d)

Bahwa Pemohon dalam mengajukan Bakal Calon Anggota Dewan
Perwakilan Rakyal Dacrah Kota Solok atas nama |, Munawar, Dapil |
Lubuk Sikarah:; 2. Junaidi Suska, Dapil | Lubuk Sikarah; 3. Ilifathul
Rahim, Dapil | Lubuk Sikarah; 4. Jasrul, Dapil Il Tanjung Harapan,
telah melampirkan Fotocopy ljazah terakhir vaitu ljazah S1 vang telah
dilegalisir, dan salah satu syarat vang harus dilengkapi adalah
melampirkan ijazah SMA vang dilegalisir;

Bahwa Pasal 240, ayat (2), poin b, Undang-undang Nomor 7 tahun
2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa bukti kelulusan pendidikan
terakhir berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar alau surat
keterangan lain vang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program
pendidikan menengah;

Bahwa pasal 19, avat (1), Undang - undang Nomor 20 tahun 2003
tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional, bahwa  Pendidikan  tingg
merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah vang
mencakup program pendidikan diploma. sarjana, magister, spesialis,
dan doctor yang disclenggarakan oleh perguruan tingg.

Bahwa fakia persidangan Pemohon menunjukkan bukt Majehs telah
mendengar  keterangan pemohon,  keterangan  termohon  serta
keterangan saksi vang diajukan oleh pemohon, mencermati bukti vang
diajukan pemohon vang diberi tanda bukti P-1 sd P-11 dan hukti
termohon vang diberi tanda Buku T-01 s.d T-014 vang telah divraikan

dalam bagian Tentang Duduk Sengketa.

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis berpendapat telah cukup
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alasan untuk mengabulkan bakal calon atas nama Munawar, Junaidi

Suska, [lIfathul Rahim dan Jasrul menjadi memenubu sviarat (MS)

atas nama Ridwan, Majelis Sidang berpendapat sebaga bernikut @ -—mo -

i)

b

d)

c|

Bahwa Pemohon pada saal pengajuan bakal calon Anggotla Dewan
Perwakilan Rakvat Dacrah Kota Solok atas nama Ridwan sesua
dengan Formulir B.1 DPRD Kota di Dacrah Pemilihan kota Solok 1
nomor urut 6, tertanggal 17 Juh 2018;

Bahwa Pemohon pada saat tahapan perbaikan dokumen pengajuan
balkal calon dan/atau svarat bakal calon Anpepota Dewan Perwakilan
Rakyal Dacrah Kola Solok atas nama Fidwan sesua dengan Formulhir
B.1 Perbaikan DPRD Kota berada di Daerabh Pemulihan kKota Solok 2
nomor urut &, tertanggal 31 Juli 2018;

Bahwa Pemohon dalam pokok permohonannva vang dituang di dalam
Formulir PSPPE 01 meminta bakal calon Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Dacrah Kota Solok atas nama Ridwan untuk di tetapkan pada
Dafltar Calon Sementara Dacrah Pemilihan Kota Solok 1;

Bahwa berdasarkan Pasal 240 ayat (1) huruf p Undang-Undang Nomor
7 Tahun 2017 tentang Pemihhan Umum mengatur mengenai
persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota vang diantaranya adalah dicalonkan hanva di |
isalu] dacrah pemilihan;

Bahwa dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor ¢
22/HK.03.1.Kpt/ 1372/KPU-Kot/VIII /2018 tentang Penetapan Daftar
Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakvar Daerah Kota
Solok Pemilihan Umum Tahun 2019 erianggal 10 Agustus 2018 di
Dacrah Permilihan Kota Solok 1 bakal calon Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Dacrah Kota Solok vang dinvatakan Memenuhs Svarat (MS)
adalah atas nama Koko Kurniawan Karnesa jenis kelamin laki-laki
nomor urut 1. Yolanda Puspa Sari jenis kelamin perempuan nomor
urut 2 dan Marim jenis kelamin perempuan nomor urut 3;

Bahwa atas nama Munawar, Junaidi Suska, dan Hfathul Rahim vang
semua jenis kelamin laki-laki, yvang Majchis berpendapat telah cukup
alasan untuk mengabulkan menjadi Memenuhi Syarat (M3} di Daerah
Pemilihan Kota Solok 1 yang telah diuraikan di atas, dimana apabila
bakal calon Anggota Dewan Perwakilon Rakvatl Dacrah Kota Solok atas
nama Ridwan kembali ke Daecrah Pemibban kKota Solok 1 maka
mengakibatkan  tdak  terpenuhinya 30%  (uga puluh  persen)

keterwakilan perempuan di Daerah Pemilihan Kota Solok | tersebun.

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis berpendapat telah cukup

alasan untuk tidak mengabulkan bakal calon atas nama Ridwan dan tetap

menjadi Tidak Memenuhi Syarat [TMS], -« - wmmmemmmmemoomeeeaeeeaeeeean.
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Menimbang, bahwa berdasarkan scluruh pokok-pokok pertimbangan hukum
tersebul di atas, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kola Solok
berpendapat cukup beralasan hukum untuk mengabulkan sebagian

permohonan Pemohon; ~===-ssseesrmrmssmsemrrcass s s s s s s e s s e v e s e

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang
Tata Cara Penyelesaian Senghketa Proses Pemilu sebagaimana telah diubah terakhir
kalinva dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018
fentang Perubahan Kedua Peraturan Badan Pengawas Pemilthan Umum Momor 18

Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengheta Proses Pemilu.

MEMUTUSKAN
i Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;---— -« omommmmeeeeel
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum  kota Solok Nomor

22/HK.03.1.Kpt/1372/KPU-Kot /VIIIf2018 tentang Penetapan Dafltar Calon

Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakval Daerah Kota Solok Pemilihan

Umum Tahun 2019 tertanggal 10 Agustus 2018 scpanang berkatan dengan

penctapan  Tidak Memenuhi Syvarat [TMS) Bakal Calon Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daecrah Kota Solok dari Dewan Pimpinan Daerah Partai

Sohidaritas Indonesia kota Solok terhadap nama-nama ---—---—smmmrrmmmmennanens

1] Munawar, sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakvat Daerah
kota Solok dari Dewan Pimpinan Dacrah Partai Solidaritas Indonesia Kota
Solok Dacrah Pemilihan Kota Solok 1 nomor urut 2;-—----=ssmmmremmanaaans

2) Junaidi Suska, sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Solok dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas
Indonesia Kota Solok Daerah Pemilihan Kota Solok | nomor urut 4;----vaveev

3) Ifathul Rahim, scbaga: Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakval
Dacrah Kota Solok darn Dewan Pimpinan Daerah  Partar Solidaritas
Indonesia Kota Solok Dacrah Pemilihan Kota Solok | nomor urut 5;

4) Jasrul, scbagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwaokilan Rakvar Daerah
Kota Solok dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidarnitas Indonesia Kot
Solok Daerah Pemilihan Kota Solok 2 nomor urit 2;-——---meemmmemnnna e

3. Memerintahkan kepada Permohon untuk menyerahkan kekurangan persvaratan
kepada Termohon sebagaimana dalam permohonan o guo paling lama 2 [dua)
har kernja sejak putusan ini dibacakan dan apabila udak diserahkan pada wakiu
vang ditentukan tetap dinyatakan Tidak Memenuhi Svarat:- - -ccooemimmmmma

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Solok untuk menerima

kekurangan persyaratan sebagaimana dalam Permohonan o quo; ---=-emeeeeee-

' AWASLU IZ|IBAWASIU KOTA SOLOK

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMLIM
KOTAa SOLORK




3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Solok untuk menetapkan

Memenuhi Syarat (MS) terhadap nama-nama :

|] Munawar, sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyval Daerah
Kota Solok dari Dewan Pimpinan Daerah Partin Sohidantas Indonesia Kota
Solok Dacrah Pemilihan Kota Solok 1 nomor uril 2is e seeee s

2) Junaidi Suska, scbagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakwvat
Dacrah Kota Solok dart Dewan Pimpinon Dacrah Parta Solidaritas
Indonesia Kota Solok Daerah Pemilihan Kota Solok 1| nomor urut 4)-----=--

3) Nfathul Rahim, sebagai Bakal Calon Anggola Dewan Perwakilan Rakyat
Dacrah Kkota Solok dari Dewan Pimpinan Dacrah Partai Solidaritas
Indonesia Kota Solok Dacrah Pemilihan Kota Saolok | nomor urut 5;----eeeeee-

4] Jasrul, schagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakvat Daerah
Kota Solok dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kota
S0lok Daerah Pemilihan Kota Solok 2 nomor urul 2;----—-cmmemmmcrmnscsmnnnnaa

Menolak Permohonan Pemohon untuk selebihnya;-- L P —

5 Memerintahkan kepada Komisi  Pemilihan  Umium Kota  Solok untuk
melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) han kera setelah putusan ini

T B L e e e e L L L b e i e e

Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota
Solok pada hari Kamis tanggal tiga puluh bulan Agustus twahun dua ribu delapan
belas oleh 1). Triati, S.Pd 2). Rafiqul Amin, S.Pd.I 3). Dr. Budi Santosa. MP MAasing-
masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok
diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal
tiga puluh satu bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas oleh 1), Triati, 5.Pd 2).
Rafiqul Amin, 5.Pd.I 3). Dr. Budi Santosa, MP masing-masing scbagai  Ketua dan
Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok dan dibantu oleh Apgustin

Melta, 8.80s schagai Sekretaris vang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK

Anggota, ketua, Anggpola,
ttd ttd ttd
RAFIQUL AMIN TRIATI BUDI SANTOSA
Sckrotars, Sabinan Putusan ink dilieat sesaot dengan Ashinya

Tomeeal A1 Apusius 2U01H
Boawarelimitinr Sekriciiri

ttd '
AGUSTIN MELTA - BAW U
Mix
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